SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 153
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan

mengenai pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan
Sosial, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kebumen;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);




Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5334);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 22);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 153
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor
153) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan diantara ayat
(1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a)
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan
laporan penggunaan Hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait
setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya setelah dana diterima sampai dengan
dana yang dikelola nihil.

(la) Laporan  penggunaan Hibah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri Buku Kas
Umum dan foto copy rekening bank yang berisi
transaksi penerimaan/pengambilan penerima
Hibah tahun anggaran berkenaan.

(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa
menyampaikan laporan penggunaan Hibah

kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah
dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (5) sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)
(4)

(S)

Pasal 19

Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas

penggunaan Hibah yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
a. laporan penggunaan Hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa

Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah

berupa barang/jasa.
Dihapus.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b dan huruf c dilampiri Buku Kas Umum dan foto copy
rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan
penerima Hibah tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada

Bupati melalui SKPD terkait.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember

dengan rincian sebagai berikut :

a. Asli/lembar ke satu disampaikan ke SKPD terkait untuk
diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Hibah setelah
dibubuhi cap “Telah diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan
dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan;

dan

b. Lembar kedua diarsip di SKPD terkait.

3. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2)

disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la) serta ditambahkan 1 (satu) ayat

yakni ayat (3) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(1a)

Pasal 34
Masyarakat dan lembaga non pemerintahan penerima bantuan
sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan
Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD
terkait setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil.
Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampiri Buku Kas Umum dan foto copy rekening bank yang



(2)

(3)

berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Bantuan Sosial
tahun anggaran berkenaan.

Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD
terkait.

Dikecualikan bagi individu dan/atau keluarga penerima bantuan
sosial berupa uang tidak menyampaikan laporan penggunaan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan

ayat (la).

. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus dan

ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 37

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)
(4)

(9)

Pasal 37

Masyarakat dan lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial

bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan

Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana tersebut

pada ayat (1) meliputi:

a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan
Sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan
usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan
Sosial berupa barang.

Dihapus.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

huruf b dan huruf ¢ dilampiri Buku Kas Umum dan foto copy rekening

bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima

Bantuan Sosial tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada

Bupati melalui SKPD terkait.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat

dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat tanggal 31 Desember

dengan rincian sebagai berikut :

a. Asli/lembar ke satu disampaikan ke SKPD terkait untuk
diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Bantuan Sosial setelah

dibubuhi cap “Telah diverifikasi” yang selanjutnya disimpan dan



dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek
pemeriksaan; dan
b. Lembar kedua diarsip di SKPD terkait.

(6) Dikecualikan individu dan/atau keluarga penerima Bantuan Sosial
tidak bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
Bantuan Sosial yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2014
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006




